
1. Undang-Unds.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
P -mbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
N egara Repu blik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lenbar.an Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

2. Undang-Undar.g Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (~_iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

a. ahwa dala.n rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 
eratuaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabuapaten Butor. Tengah, maka dipandang perlu 
menetapkai Keduclukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serts Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Daerah; 

b. bahwa dalarn rangka menyesuaikan pada pasal 3 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur; 

c. bahwa be --dasarkan pertimbangan sebagaimana 
imaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bute: n Tengah tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas clan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perpustakae.n clan Kearsipan Daerah Daerah 
Kabupaten Euton Tengah. 

BUPA'J~l BUTOli TENGAH , 

DE 'GAN RAH~[AT Trm.AN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT.ANG 
KEDU UKAN, SUSUNAN' ORGA)IISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KE JA DINAS PERPUS,,rAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 
KABUPA'fEN BUTON TENGAH 

NOMOR :20TAHUN 2020 

ERATURAl\f BUPA'I'I BUTON TENGAH 

BUP,lTI BUTON TENGAH 
PROVINSI: SULAWESI TENGGARA 
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Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PE TURAN BUPATI ~rENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORG ISASI, T'CGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DINA PERPUS1' !\KAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DAERAH 
KAB PATEN BU~r·oN TEIVGAH 

MltMUTUSKAN : 

Indonesia Nomor 5~94); 
3. Undang-Ur.dang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pembentu-.an Kaoupaten Euton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 173,Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 5563) 

4. Undang-Unc'ang Hornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 ·t Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya der.gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tenta ig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Iuhun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
. egara Rep.iblik .ndonesia Nomor 5601); 

6. eraturan Pi: merir.tah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
')016 tentan; Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2(116 Nomor 114 Tambahan Lembaran 

egara Repuolik Indonesia Nomor 5887); 
7. eraturan :M.enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Perubentukkan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor; 

8. Peratuan Mi: nteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9. Peraturan Laerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 201S1 atas }erubahan perda Kabupaten Buton 
Tengah Nomor 12 Ts.hun 2016 tentang pembentukan dan 
susunan perangkat daerah; 
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Pasal 3 
Nomenklatur peraigkat daerah kabupaten yang melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perpustakaan 
dan l r earsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Daera . 

E taqiari Kedua 
Numenlda'tur Perangkat Daerah 

Pasal 2 
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi 
penunjang urusan penerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah kabupaten bidang Perpustakaan dan Kearsipan 
diwa ahi dalam bontuk Dinas. 

Baqiari Kesatu 
Bent.uk Perangkat Daerah 

BAB II 
BEli'TUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PE~RANGKAT DAERAH 

Dalam Perature.n ini yaig dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah; 
2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah se.hagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Kahuparer. Buton Tengah; 

3. Bupati adulah Buoati Buton Tengah; 
4. Sekretaris :Jaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Tencah; 
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kaiupaten Buton Tengah; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan :)aerah :<:abupaten Buton Tengah; 
7. Unit Pelak sana Teknis Daerah, yang selanjutnya 

disingkat U PTO ac'alah unsur pelaksana teknis dinas 
yang mel.ksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup 
dinas; 

8. .Jabatan Fungsicns l adalah Sekelompok jabatan yang 
berisi fung si dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
f ungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 
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Pasal 10 
Kepala Dinas .nempunyai tugas memimpin, membina, 

Bagian Kesatu 
l~epala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 9 
( 1) Susunan organise si Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

DaerahKabupaten Bi.ton Tengah, terdiri atas: 
Kepala Dj .ras; 

b. Sekretaria t; 
c. Bidang Pe rngembangan Perpustakaan; 
d. Bidang P(~ lestarian Bahan Pustaka; 
e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; 
f Unit Pelaksana Te cnis Dinas; 
g. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan strus.tur organisasi Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Duerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Buuunan Organisasi 

Pasal 8 
Untuk menyeenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
merniliki kewen.s.ngan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan Sistem Nasional Perpustakaan sebagai 

upaya mendikung pendidikan Nasional; 
b. Menjamin ls.elangsungan Penyelenggaraan dan Pengelola 

erpustakaai sebagai pusat sumber belajar masyrakat; 
c. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara 

merata di Kabuapten Buton Tengah. 

Kearsipan 
f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib 

dilaksanakan dalam bidang Perpustakaan, dan Kearsipan; 
g. Pelaksanaa. adrninistrasi dinas di bidang Perpustakaan 

dan Kearsip an. 

c. Perumusar kebijakan teknis bi dang Perpustakaan, dan 
Kearsipan; 

d. Pelaksanaa 1 ·1 kebijakan di bi dang Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

e. Pelaksanaar Evaluasi di bi dang Perpustakaan dan 
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Pasal 14 
11) Sub Bagian .Jmum danKepegawaian mempunyai tugas 

menyelenggarakan i..rusan ketatausahaan dan kepegawaian 
meliputi uru s.an :Jersuratan, kearsipan, kepegawaian, 
rumah tangga serta pendidikan dan pelatihan. 

(2) Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
menyelenggara.can urusan perencanaan, keuangan dan 

( 1) Sekretariat ter diri a.as : 
a. Sub Bagiai Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagiar. Pere ncanaan dan Keuangan; 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 13 

Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa l 11, Sekreta riat menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengkoodinasian, singkronisasi, dan integrasi pelaksanaan 

tugas dan furgsi di na s; 
b. Penyelenggarn.an urusan perencanaan dan hubungan 

masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, 
evaluasi dan pelaporan; 

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 
meliputi urus.an pe rsuratan, kearsipan serta kepegawaian; 

d. Penyelenggare.an urusan keuangan dan perlengakapan 
meliputi ur.san oerbendaharaan, akutansi, verifikasi, 
pencatatan asset den perlengkapan; 

e. pelaksanaan fung.si lain yang diberikan oleh kepala 
Dinassesuai c1. engar. tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 
( 1) Sekretariat rnern ounyai tu gas menyelenggarakan 

pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian, 
keuangan, perleng.capan dan rumah tangga untuk 
-nenujang pelaksa na an tugas dan fungsi dinas; 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di 
hawah dan hertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

mengkoordinas.kan, mengendalikan, mengembangkan, 
me encanakan dan melaksanakan kebijakan serta program 
kegiatan bidan.; Perpusakaan dan Kearsipan serta bertanggung 
jaw ab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas. 
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a. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi 
penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, 
pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi dan 
pengembangs.n koleksi daerah, deskripsi bibliografi, 
klasifikasi, p t.netuan tajuk su bjek, penyelesaian fisik bahan 
perpustakaar , verifikasi, validasi dan pemasukan data ke 
pangkalan delta; 

b. Pelaksanaan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca .neliputi pengkajian dan pelaksanaan 
pembudayaa:r. kegernaran membaca serta koordinasi dan 
sosialisasi, bimbingan teknis serta evaluasi pemberdayaan 
kegemaran rrembaca 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
Dinassesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 
Dalam melaksanakar. rugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, Bidang Pengembangan Perpustakaan 
menvelenggaraks.n fungs ": 

Pasal 19 
(1) Bidang Pelsstarian Bahan Pustaka mempunyai tugas 

rnelaksanak.m kel.ijakan bidang Pelestarian Bahan 
Pustaka. 

(2) Bidang Pelestarian Bahan Pustaka dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang beraca di bawah dan bertanggung jawab epada 

epala Dina: .. 

Bagian Keempat 
Bidang Pelestarian Bahan Pustaka 

pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan 
berbagai jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, 
prosedur dan kriteria, pendataan perpustakaan, koordinasi 
pengembar :i~an perpustakaan, pemasyarakatan/ sosialisasi 
dan evaluas L pengernbangan perpustakaan. 

(2) Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan 
mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan.pengernbangan tenaga perpustakaan meliputi 
pendataan tena.ga perpustakaan, bimbingan teknis, 
peningkatan keraa.npuan teknis pustakawan, penilaian 
angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan 
pustakawan dan , tenaga teknis perpustakaan, 
pemasyarakntarr/ sosialisasi dan evaluasi, pengembangan 
tenaga perpustakaan. 
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Pasal 25 

Pasal 24 
Dalam melaksar akan t ugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, Hidang Kearsipan mempunyai tugas 
menyelenggarakai fungsi : 
a. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan statis; 
b. pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip; 
c. pelaksanaan ukuisisi, pengolahan dan preservasi arsip; 
d. p laksanaan keb.jakan di bidang pembinaan dan 

pengawasan kearsipan; 
e. p elaksanaan .ungs lain yang diberikan oleh kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 
(1) Bidang Pen.elenggaraan Kearsipan mempunyai tugas 

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
arsip, pembir aan car. pengawasan kearsipan. 

(2) Bidang Kearuipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 

Pasal 22 
(1) Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas 

penyusunan kebija.can pengembangan koleksi, hunting, 
seleksi dr.n inventarisasi bahan perpustakaan, 
melaksanakan pe ngembangan koleksi, penganekaragaman, 
penerimaan, pengolahan, verifikasi, penyusunan deskripsi 
debliografi, klasifik asi, penentuan tajuk subjek, dan 
penyelesaian fisi.c bah.an perpustakaan, validasi, dan 
pemasukan <:~ata ke pangkalan data. 

(2) Seksi Penge mbangan Kegemaran Membaca mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi / sosialisasi pembudayaan 
kegemaran membac.a, pelaksanaan pemberian bimbingan 
teknis serta evalus.si pembudayaan kegemaran membaca 

Pasal 21 
(1) Bidang Pelestaria n Bahan Pustaka terdiri atas: 

a. Seksi Pe.estar an Bahan perpustakaan; 
b. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran 

Membacr. 
(2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang beraca di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pelestarian Bahan Pustaka. 
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Pasal 29 
(1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

Pasal 28 
Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Bagian Kedelapan 
Kelompo k Jabatan Fungsional 

Pasal 27 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana 

teknis dinas secar.a cperasional di lapangan. 
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan 

bertanggung jawah kepada Kepala Dinas. 
(3) Unit Pelakss.na Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab .cepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah 

(4) Ketentuan mengeriai pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas can ft: ngsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebih lanj it dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasi.can secara tertulis kepada Gubemur. 

Bagian Keenam 
Unit el.aksana Teknis Daerah 

Pasal 26 
(1) Seksi PengdolaanKearsipanmempunyai tugas melakukan 

pengelolaar ars P dinamis dan statis, layanan dan 
pemanfaatan arsip, melakukan akuisisi, pengolahan dan 
preservasi 2.-:·sip. 

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai 
tugas melal.ukan binbingan dan konsultasi, sosialisasi dan 
penyuluhan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan 
pada perang.cat d.aerah, dan merumuskan kebijakan teknis, 
merencanakan program, audit kearsipan, penilaian dan 
monitoring r.asil pengawasan. 

(1) Bidang Kearsipar rr.empunyai tugas terdiri atas: 
a. Seksi Pe.ngelolaan Kearsipan; 
b. Seksi Penbinaan dan Pengawasan Kearsipan; 

(2) Seksi Bidar g sebagaimana terse but di atas dipimpin oleh 
Kepala Bidang yarg berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepa.Ja Kepal.a Bidang. 
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Pasal32 
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-rnasing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 33 
Sekretaris, Kepala B:dang dan Kepala Sub Bagian/Kepala 

Pasal 31 
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masmg-rnasing c.an bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang 
undangan yang ·=,erlaku. 

Pasal 30 
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 

dan kelompok ter.aga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, inte.grs.si dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan rnasing-masing maupun antar satuan organisasi 
dilingkungai Pernerintah Kabupaten serta dengan instansi 
lain diluar Pemerin .. ah Kabupaten sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(2) Dalam melaksanaks.n tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional 
-nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
oaik internai maupun antar unit organisasi lainnya sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing. 

(3) Setiap penimpin satuan organisasi dilingkungan 
Pemerintah Kabupaen wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. 

BABV 
TATAKERJA 

dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jen .mg jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai ke ompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok ~-:tbatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dip.mpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawa b kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah .Jaaatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dr.entukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis .Jabatnn Fu ng.sional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal39 
(1) K pangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 

ja batan strut rural di lingkungan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerahk.abupaten Buton Tengah, berpedoman 
pada peraturs.n perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) K -pala Dinas.liangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 

BAB VI 
KEPANGKATAN, p·&NGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEW.[JSERHEliTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 38 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam .ingkungan Pemerintah Kabupaten dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahi ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 37 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan 

tugas-tugas kepala Dinassesuai dengan perundang 
undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal S,: kretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinasdapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instan.si tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 36 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinasdibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bs.wahannya dan dalam rangka pemberian 
bim ingan kep.: da bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 35 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada sr.tuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja, 

Pasal 34 
Setiap laporan ys.ng: diterima oleh Kepala Dinasdari 
bawahannya, w.njib diol.ah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun lap.iran lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis. kepada bawahannya. 

Seksiwajib rr engikut dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan lapor.an berkala tepat pada waktunya. 
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BERITA DAERAH KABUPATE", BU10U TENGAH 
TAHUN 2020 NOMOR : 

Diundangi an di Labungkar: 
Pada tanggal L :>20 

2020 
Labungkari 

/1 :JUIAJ~ 
Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Pasal 43 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan :=>erat1ran Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kaoupaten Buton Tengah. 

Pasal 42 
Dengan berlakrnya peraturan ini, maka peraturan Bupati 
Buron Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Su .. unan Organ:.sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas 
Perpustakaan clan Kear sipan Daerah Kabupaten Buton Tengah 
dan ketentuan lain ya ig bertentangan dengan peraturan ini 
dice but dan din /atakan tidak berlaku. 

BABXI 
KE~rENTUAN PENUTUP 
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